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Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, 

Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga 

Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang 

Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi 

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020, Nomor 193, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547); 

  4.  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang 

Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); 

  5. 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 

tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 

Tahun 2008 tantang Keterbukaan Informasi Publik 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 

Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5149); 

  6.  Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Borokrasi Nomor 83 Tahun 2012 

tentang Pedoman Pemanfaatan Media Sosial 

Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2013 Nomor 102); 

  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 

2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi 

Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum; 

  8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 

2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, 

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 
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2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, 

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan 

Umum Kabupaten/Kota; 

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14

Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal

Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

10. Keputusan Komisi Pemilihan Uum Kabupaten

Kulon Progo Nomor 5/HK.03-Kpt/3401/KPU-

Kab/IV/2021 tentang Badan Koordinasi 

Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 

Kulon Progo;  

Memperhatikan : Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 

958/PP.07/09/2021 tanggal 19 Oktober 2021 Perihal 

Penetapan Keputusan Akun Media Sosial Resmi Komisi 

Pemilihan Umum; 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN 

KULON PROGO TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA 

SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN 

KULON PROGO. 

KESATU : Akun media sosial resmi yang digunakan Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo dalam 

melaksanakan penyebaran informasi adalah pada alamat 

sebagai berikut : 

1. Akun media sosial yang didaftarkan dengan 

menggunakan email kpukabkulonprogo@gmail.com 

dan memiliki username: 

a. Facebook : KPU Kulonprogo 

b. Instragram : kpukulonprogo 

c. Twitter : KPUKulonprogo 

d. Youtube : KPU Kulon Progo 
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